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Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) swasta Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru 

menjadi catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banjarbaru tahun anggaran 2022. 

Terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Banjarbaru Kalimantan Selatan, 

penganggaran atas belanja barang dan jasa Dana BisSatuan Pendidikan Swasta sebesar 

Rp6 Miliar juga dinilai tidak tepat. 

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Syafrina menyampaikan, tentu dalam 

penyalurannya harus merujuk pada ketentuan pengelolaan keuangan negara atau daerah. 

"Kalau sebatas dari informasi di atas, sepertinya ada kesalahan pencatatan yang bisa jadi 

disebabkan perencanaan anggaran yang bermasalah. Dana BOS untuk swasta diberikan 

dalam bentuk hibah dan dalam keuangan daerah masuknya sebagai pendapatan hibah, 

sehingga tidak tepat dianggarkan sebagai belanja PBJ," katanya, Senin (24/6). 

Di daerah lain, kata Almas, juga pernah mendapat temuan sama, misalnya di Sumatera 

Selatan, dimana dana Bos swasta dianggarkan dalam belanja PBJ. Dari proses 

perencanaan sampai pertanggungjawaban hibah dan belanja PBJ sangat berbeda, 

https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/720x/webp/newsOg/2024/6/24/1719218187485-4csj3.jpeg
https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/720x/webp/newsOg/2024/6/24/1719218187485-4csj3.jpeg
https://www.merdeka.com/tag/pemotongan-dana-bos
https://www.merdeka.com/peristiwa/video-kritik-tajam-pks-soroti-makan-siang-gratis-pakai-dana-bos-siswa-di-paripurna-dpr-97166-mvk.html
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sehingga tidak seharusnya dicampuradukkan, meski berdasarkan kesepakatan OPD dan 

TAPD. 

"Pada prinsipnya, kami menilai bahwa pemerintah dan pemerintah daerah juga perlu hadir 

dalam penyelenggaraan sekolah swasta, terlebih apabila ada persoalan keterbatasan daya 

tampung sekolah negeri. Ini untuk memastikan ketersediaan akses dan implementasi 

wajib belajar. Salah satunya dengan memberikan dana BOS," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Dedy Sutoyo menjelaskan 

adanya temuan tersebut, pada saat pencatatan laporan di DPKAD, salah pencatatan. Lalu 

jadi temuan BPK. 

"Kalau uangnya salur ke rekening sekolah. DPKAD sudah melakukan perbaikan sesuai 

rekomendasi BPK," kata Dedy. 

Pihaknya juga sudah diperiksa BPK dan Inspektorat. Atas adanya rekomendasi dari BPK, 

ditegaskan pria yang gemar gowes ini, pihaknya beberapa kali rapat untuk kalibrasi arkas 

dan SIPD. Jadi bagaimana mekanisme salur bos lewat arkas dan ploting SIPDnya. 

"Insya Allah pencatatannya tidak salah lagi. Dana itu dari Kementerian masuk ke sekolah, 

dicatat oleh DPKAD, salah catat ya akhirnya jadi temuan," jelas Dedy. 

Diketahui, catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa realisasi belanja BOS Swasta untuk 

jenjang SD dan SMP sebesar Rp6.330.529.822,00 (Rp2.026.546.191,00 + 

Rp4.303.983.631,00) tidak dianggarkan dalam hibah, namun dicatat sebagai belanja 

barang dan jasa BOS. 

Dikutip dari LHP BPK RI atas LKPD Banjarbaru Tahun Anggaran 2022, perlakuan 

pencatatan ini dilakukan karena adanya kesepakatan bersama antara Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kepala BPKAD. 

Hal yang mendasari kesepakatan karena masih terdapat sisa anggaran untuk belanja 

barang dan jasa BOS sekolah negeri secara total, sehingga realisasi belanja BOS SD/ SMP 

swasa dicatat sebagai bagian realisasi belanja barang dan jasa BOS Negeri. 

Untuk mencatat sebagai belanja hibah tidak dimungkinkan, karena tidak terdapat sisa 

anggaran belanja hibah. Kemudian pada Laporan Operasional (LO) Pemko Banjarbaru 

beban barang jasa tersebut telah dicatat sebagai beban hibah sebesar Rp6.330.529.822,00. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah. BPK merekomendasikan 

Wali Kota Banjarbaru agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan selaku 

penanggungjawab BOS lebih cermat dalam menyusun RKA SKPD sebagai dasar 

penyusunan APBD, terkait Belanja Hibah BOS Swasta 
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Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa  

Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 

yang berasal dari penganggaran belanja barang dan jasa pada Satuan Pendidikan Swasta 

sebesar Rp6 miliar dinilai tidak tepat. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas 

Syafrina menyampaikan penyaluran dana BOS harus merujuk pada ketentuan 

pengelolaan keuangan negara atau daerah. 

“Kalau sebatas dari informasi di atas, sepertinya ada kesalahan pencatatan yang bisa jadi 

disebabkan perencanaan anggaran yang bermasalah. Dana bos untuk swasta diberikan 

dalam bentuk hibah dan dalam keuangan daerah masuknya sebagai pendapatan hibah, 

sehingga tidak tepat dianggarkan sebagai belanja PBJ,” kata Almas, Senin, 24 Juni 2024. 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) swasta Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru 

menjadi catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022. 

Menurut dia, BPK pernah mendapat temuan sama di daerah lain. Misalnya di Sumatra 

Selatan, dana BOS swasta dianggarkan dalam belanja PBJ. Dia menjelaskan dari 

perencanaan sampai pertanggungjawabannya, dana hibah dan belanja PBJ sangat 

berbeda, sehingga tidak bisa dicampuradukkan, meski berdasarkan kesepakatan OPD dan 

TAPD. 

“Pada prinsipnya, kami menilai pemerintah dan pemerintah daerah juga perlu hadir dalam 

penyelenggaraan sekolah swasta, terlebih apabila ada persoalan keterbatasan daya 

tampung sekolah negeri. Ini untuk memastikan ketersediaan akses dan implementasi 

wajib belajar. Salah satunya dengan memberikan dana BOS,” ujar dia. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Dedy Sutoyo menjelaskan 

adanya temuan pada saat pencatatan laporan di DPKAD merupakan akibat dari salah 

pencatatan. Sehingga, hal ini menjadi temuan BPK. 

“Kalau uangnya salur ke rekening sekolah. DPKAD sudah melakukan perbaikan sesuai 

rekomendasi BPK,” kata dia. 

Pihaknya juga sudah diperiksa BPK dan Inspektorat. Pihaknya juga sudah beberapa kali 

rapat untuk kalibrasi Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan 

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). 

“Insyaallah pencatatannya tidak salah lagi. Dana itu dari kementerian masuk ke sekolah, 

dicatat oleh DPKAD, salah catat ya akhirnya jadi temuan,” jelas dia. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja BOS swasta untuk jenjang SD 

dan SMP sebesar Rp6.330.529.822, tidak dianggarkan dalam hibah, namun dicatat 

sebagai belanja barang dan jasa BOS. 

https://www.medcom.id/tag/13378/dana-bos
https://www.medcom.id/tag/1745/badan-pemeriksa-keuangan
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Dikutip dari LHP BPK atas LKPD Banjarbaru Tahun Anggaran 2022, pencatatan ini 

dilakukan karena adanya kesepakatan bersama antara Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kepala BPKAD. 

Hal yang mendasari kesepakatan karena masih terdapat sisa anggaran untuk belanja 

barang dan jasa BOS sekolah negeri secara total, sehingga realisasi belanja BOS SD dan 

SMP swasta dicatat sebagai bagian realisasi belanja barang dan jasa BOS Negeri. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. BPK merekomendasikan 

Wali Kota Banjarbaru menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan selaku 

penanggungjawab BOS lebih cermat dalam menyusun RKA SKPD sebagai dasar 

penyusunan APBD terkait belanja hibah BOS swasta. 

 

Sumber Berita: 

1. https://www.merdeka.com/peristiwa/soroti-penyaluran-dana-bos-lewat-belanja-

hibah-kota-banjarbaru-icw-sepertinya-ada-salah-pencatatan-155043-mvk.html 

2. https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/VNxdYG1N-soroti-dana-bos-di-kota-

banjarbaru-icw-harus-diberikan-dalam-bentuk-hibah 

 

Catatan: 

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah 

tertuang dalam  

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah 

Daerah 

a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas 

sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau 

sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan 

melalui perjanjian. 

b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi: 

1) Hibah kepada Pemerintah Daerah; 

a) Pasal 3 

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa 

b) Pasal 4 

Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari: 

(1) Huruf a. Pemerintah;  

(2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau 

(3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. 

https://www.merdeka.com/peristiwa/soroti-penyaluran-dana-bos-lewat-belanja-hibah-kota-banjarbaru-icw-sepertinya-ada-salah-pencatatan-155043-mvk.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/soroti-penyaluran-dana-bos-lewat-belanja-hibah-kota-banjarbaru-icw-sepertinya-ada-salah-pencatatan-155043-mvk.html
https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/VNxdYG1N-soroti-dana-bos-di-kota-banjarbaru-icw-harus-diberikan-dalam-bentuk-hibah
https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/VNxdYG1N-soroti-dana-bos-di-kota-banjarbaru-icw-harus-diberikan-dalam-bentuk-hibah
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c) Pasal 19  

(1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan 

dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis 

pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja 

dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana 

hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan 

untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.  

(4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan 

dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

d) Pasal 28 

(1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas 

realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. 

(2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

e) Pasal 29  

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan 

triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri 

dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 

diatur sebagai berikut: 

Huruf e. Belanja Hibah 

a. Angka 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta 

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik 

telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta 

tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b. Angka 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam 

APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan 
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pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan 

pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Angka 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, 

program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan 

Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, 

dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 

d. Angka 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci 

menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan 

sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk 

belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk 

menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah 

daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Angka 5) Belanja hibah diberikan kepada:  

1) Huruf a) pemerintah pusat  

a) Angka (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja 

dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah 

kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.  

b) Angka (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih 

pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

c) Angka (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi 

urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat 

memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko 

kartu tanda penduduk elektronik. 

d) Angka (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk 

elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD 

maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.  

e) Angka (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat 

diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.  

2) Huruf  b) pemerintah daerah lainnya.  

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom 

baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3) Huruf c) BUMN.  

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan  

4) Huruf d) BUMD;  
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Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk 

meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada 

BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.  

5) Huruf e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang 

Berbadan Hukum Indonesia  

a) Angka (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan 

badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak 

asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b) Angka (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan 

persyaratan paling sedikit:  

(1) Huruf (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;  

(2) Huruf (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa 

setempat atau sebutan lainnya; dan  

(3) Huruf (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 

Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar 

wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang 

pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah 

daerah pemberi hibah. 

c) Angka (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan 

dengan persyaratan paling sedikit:  

(1) Huruf (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan 

hukum dan hak asasi manusia;  

(2) Huruf (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan; dan  

(3) Huruf (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan. 

(4) Huruf f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan 

keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD 

provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja 

bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

d) Angka 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:  

(1) Huruf a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;  

(2) Huruf b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;  

(3) Huruf c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:  

(a) Angka (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang 
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tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan;  

(b) Angka (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah 

atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(c) Angka (3) partai politik dan/atau  

(d) Angka (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;  

(1))Huruf d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah 

dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan.  

(2))Huruf e) memenuhi persyaratan penerima hibah. 

e) Angka 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang 

disampaikan kepada Kepala Daerah.  

f) Angka 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material 

atas penggunaan hibah yang diterimanya.  

g) Angka 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah 

diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. 

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 

2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

BAB I Pengelola Keuangan Daerah 

Huruf E. Pengguna Anggaran Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA 

mempunyai tugas lainnya, meliputi: huruf c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian 

Hibah Daerah (NPHD); 

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Huruf C. Pendapatan Daerah Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah 

a. Huruf a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah; 

b. Huruf c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang 

berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan 

usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang 

peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

c. Huruf d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak 

berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi 

pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi 

serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.  

d. Huruf e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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